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DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEMISKINAN DI SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD AMIR ARHAM
Universitas Negeri Gorontalo
ermail korespondensi: amier_archam@yahoo.com

Abstract

The principle of fiscol decentraiization almed ta optimize empowerment, incregsed well-being and promote regionol
competitiveness through the effactive ond efficient public services, However, fiscal decentraiizotion fourney that hos lasted mare
than 10 years is still causing the pros and cons, some af the shows there but not the least successful shows on the contrary, an the
basis that the study wos conducted, The purpose of the study, 1. To see whether the effect of fiscal decentralization on povertyin
Sulawesi Tengah, 2. What factors are the most dominant influence on poverty in Sulawes! Tengoh. The method of onalysis used,
the panel dota merging between time series (2001 - 2010} with o cross section of elght (8) districts / municipalities in Central
Sulowesi. The study results indicate that the negative correlation of fiscol decentralization on poverty in Central Sulowesi during
the implementation af regional outonomy. While the most dominant factar influencing poverty in the district / town in Sulawess

Tengoh, the populotions are positively correloted.

Keywerds: Flscal Decentralization and Poverty

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan desentralisasifiskal, ada dua hal
pokok yang perlu dicermati, yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD pada
prinsipnya merupakan gambaran kemampuan suatu
daerah otonom dalam aspek fiskal, karena itu idealnya
pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi
dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah
menjadi benar-benar mandirl. Nilai PAD semua daerah
otonom di Sulawesl Tengah terus meningkat setiap
tahun, akan tetapi belum mampu membiayai lebih dari
separuh pengelugrannya sendiri sebagaimana tujuan
desentralisasi, Proporsi PAD terhadap APBD masih
relatif kecil dibandingkan dengan transfer dari pusat.
Mahi (2006} menunjukkan bahwa selama tahun 2001 —
2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan
total pengeluaran APBD semakin menurun.
Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin
dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan
bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme
transfer dari pemerintah pusat melalul dana
perimbangan. Proporsi transfer dari pusat terhadap
penerimaan daerah masih yang terbesar dibandingkan
dengan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan
daerah terhadap pusat masih tinggl, sehingga tujuan
pelaksanaan desentralisasl masih jauh dari yang
diharapkan. Hasil studi Adi (2005), Wirawan dan Adi
{2007) memperkuat argumentasi tersebut bahwa
temandirian daerah bukan makin membaik, malah
szbaliknya yaitu ketergantungan daerah terhadap
transfer dari pusat menjadi semakin tinggl.

Sementara Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah (PKPD) merupakan bagian darl penerimaan
dzerah atau mekanisme transfer pemerintah pusat ke
daerah, secara umum dana PKPD terdiri dari bantuan
umum (block grant) dan bantuan khusus (spesific
grant). Abimanyu (2000:1) Ehtisham dan Ali (2002:14),
tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam
kerangka desentralisasi yaitu untuk pemerataan
kemampuan fiskal pada tiap daerah (egqualizing
tronsfer). Akan tetapi kebijakan desentralisasi fiskal

yang telah berjalan belum mampu mengurangi
ketimpangan. Hasil penelitian Brodjonegoro, et al
(2001}, Dartanto dan Brodjonegoro {2003), Waluyo
(2007) serta Mugrahanto dan Muhyiddin (2008}
menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan
desentralisasi fiskal di Indonesiz belum mampu
mengurangi ketimpangan antardaerah.

Meningkatnya penerimaan daesrah melalui
pemberian dana PKPD dan pengumpulan dana non
PKPD pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tetapi pada sisiyang lain dapat memperburuk
ketimpangan antardaerah. Belum lagi perilaku
sebagian besar pejabat daerah diketemukan dana PKFD
lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan konsurntif,
hanya sebagian untuk kegiatan produktif yang
berdampak terhadap peredaran uang yang mendorong
pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Kondisi ini
sejalan dengan hasil penelitian Brandt dan Zhu {2000}
di China bahwa periode desentralisasi ekonomi
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
cepat, namun disertai dengan percepatan inflasi atau
bersifat inflationary,

Selanjutnya, untuk analisis secara spesifik penulisan
studi ini difokuskan di Provinsi Sulawesi Tengah, karena
wilayah Ini menggambarkan beragam permasalahan
sekalipun memiliki banyak potensi, serta kewenangan
yang luas diberikan selama pelaksanaan otonomi
daerah. Pertumbuhan dan struktur perekonomian
Indonesia secara spasial, kontribusi Sulawesi Tengah
terhadap kawasan/pulau Sulawesi, menyumbang 15,5
%, dan secara naslonal hanya menyumbang 0,7 %
terhadap pembentukan PDB. Sedangkan ekspor
Indonesia menurut provinsi asal barang dari Sulawesi
Tengah hanya sebesar 0,19 % lebih rendah dari provinsi
lainnya di Sulawesi (BPS, 2011). Disisi lain berdasarkan
ukuran kesejahteraan masyarakat seperti PDRE pada
kenyataannya meningkat darl tahun ke tahun akan
tetapi beberapa indikator sosial ekonomi masih
menyisakan masalah, seperti terlihat pada tabel 1
berikutini.
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Tabal: 1.
Indikator Sosial Exonomi Sulawesi Tengah
Indikatar sosial Ekonomi Jumiah Persen/Peringkat
Kermiskinzn 474,49 ribu jiwa 18,07 % 124)
Indeks Pembangunan Manasla 70,09 [22]

Sumber: Bodon Pusot Statistik, Diolah

Metode

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kevangan daerah dan
perekonomian daerah kabupaten/kota di Sulawesi
Tengah, dimana dikabupaten/kota dijadikan sebagai
objek, karena titik tekan pelaksanaan otonomi daerah
diletakkan pada daerah kabupaten/kota. Keuangan
daerah tercermin dari struktur penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam APBD setiap tahunnya
selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan periode
tahun 2001 - 2010. Unit analisis dalam penelitian ini
adalah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah
terdiri dari 11 kabupaten/kota. Meskipun demikian
tidak semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi
Tengah dimasukan sebagai unit analisis, kabupaten/
kots hasil pemekaran pada pericde awal penelitian
tidak termasuk di dalamnya, Sehingga jumlah unit
analisis kabupaten/kota sebanyak 8 kabupaten/kota,

Metode Penelitian

lenls penelitian ini adalah penelitian korelatif,
penelitian korelatif untuk mencari keterkaitan
hubungan fakta-fakta dalam fenomena yang diteliti
kemudian mendeskripsikan secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakia dan fenomensa
tersebut, seperti variabel-variabel pengaruh
desentralisasi fiskal dan wvariabel lainnya terhadap
penurunan angka kemiskinan di sulawesi Tengah.

Pendekatan Estimasi Dan Model Analisis
Estimasi Model

Studi mengenai kebijakan desentralisasi fiskal
terhadap kemiskinan mengacu pada model yang
dilakukan cleh loassart-Marcelli [2004). Selanjutnya
model tersebut dikembangkan dan merubah beberapa
variabel yang relevan. Adapun model dasar yang akan
dikembangkan untuk melihat pengaruh kebijakan
desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, yaitu:

POVERTYit = o + o1 PDRECap# + a2 UNEMPi + csPOPu
+ cuslKFie + ceDESTEX Pit + £in

Dimana

POVERTY = Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Waktu
£

UNEMP = Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota,
Waktut

POREB  =Produk Domestik Reglonal Bruto di
Kabupaten/¥ota, Waktut

POP =lumlah Penduduk di Kabupatan/Kota,
Waktut

IKF =Indeks Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota,
Waktut

DESTEXP =Desentralisasi Fiskal (Belanja Langsung) di
Kabupaten/Kota, Waktut
g =Error Term
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Model Analisis

Pemecahan masalahnya digunakan model
ekonometrika dengan menggunakan panel data, yaitu
gabungan data runtun waktu (time series) selama 10
tahun dan data silang (cross-section) sebanyak 8
kabupaten,/kota. Data runtun waktu biasanya meliput]
satu objek, atau meliputi beberapa waktu, dan data
silang terdiri atas beberapa objek atau banyak ohjek
(Gujarati, 2003). Panel data mempunyai keuntungan:
dapat memberikan informasi yang lebih banyak
variabilitas, memperkecil multikoleniaritas antara
variabel, lebih banyak derajat bebas, sertalebih efisien.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif

Beragamnya kegiatan perekonomian dapat
mernberikan warna pada struktur perekonomian suatu
wilayah, Hal ini karena dipengaruhi oleh potensi
sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia
(SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering
digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi
suatu wilayah adalah Pendapatan Domestik Regional
Bruta [PDRB) perkapita. Perkembangan PDRE perkapita
Sulawesi Tengah yang mencerminkan perbandingan
kemampuan daya beli penduduk disuatu daerah
menunjukkan trend yang balk selama pelaksanaan
desentralisasi fiskal {2001 — 2010). Simak grafik 4.1
berikutini.

Sumber: Bodon Pusat Stotistik, Dislah

Grafik: 1. Perkembangan PDRE Perkapita Sulawesi Tengah
2001 — 2006 (Jutaan Rupiah)

Grafik 1 menunjukkan perkembangan PORB perkapita
Sulawesi Tengah selama periode 2001 — 2010. Pada
tahun 2001 nilai PDRB perkapita Sulawesi Tengah
sebanyak Rp. 3,842 juta, pada tahun 2002 meningkat
menjadi Rp. 4,645 juta. Tahun 2003 sebanyak Rp. 4,760
juta, tahun 2004 sebanyak Rp. 6,335 juta, tahun 2005
sebanyak Rp. 6,622 juta, sampai akhir 2010 PDRE
perkapita Sulawesi Tengah mencapai Rp. 9,153 juta,
sedikit menurun dibandingkan tahun 2009, yaity
sebanyak Rp. 9,291 juta.

Selanjuntnya akan dideskripsikan distribusi
persensentase PDRB secara sektoral yang menunjukan
peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya
terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar
Persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh
sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu
daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan
PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah
setiap sekior, sehingga akan tampak sektor-sektor yang
menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di
wilayah yang bersangkutan.
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Perkembangan berbagal sektor ekonomi selama
tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang berarti,
sekior pertanian yang merupakan sektor terbesar
peranannya terhadap perekonomian Sulawesi Tengah
pada tahun 2010 tumbuh 6,00 %, di mana sebelumnya
tumbuh 6,39, Berbagai faktor lain yang tkut mendukung
pertumbuhan sektor pertanian, adalah makin
kondusifnya keamanan secara keseluruhan di Sulawesi
Tengah, stabilnya harga, makin efektifnya pelaksanaan
pembangunan pasca krisis, dan penerapan otonomi
daerah. Selain sektor pertanian sektor jasa-jasa, sektar
perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri
pengolahan turut mendominasi kehidupan per-
ekonomian dasrah Sulawesi Tengah.

sektor Pertanian yang memberikan andil 41,12 %
tahun 2009 turun menjadi 40,44 % tahun 2010 (Grafik
4.2), namun tetap merupakan sektor terbesar dalam
memberikan andilnya terhadap PDRB Sulawes! Tengzh,
sektor jasa-jasa memberikan andil sebesar 16,55 %,
sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
dengan andil sebesar 13,11 %, sektor angkutan dan
komunikasi, bangunan, dan industri pengolahan
masing-masing memberikan andil sebesar 7,64 %, 6,88
5, dan 6,36 %. Selanjutnya sektor-sektor yang lain
memiliki andil di bawah lima persen, sepertl sektor
keuangan, real estate dan jasa keuangan sebesar 5 %,
sektar pertambangan dan penggalian sebesar 3 % dan
seltor listrlk, gas dan air bersih sebesar 1 % dengan
kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke
tahun, Secara rinci distribusi Persentase PORB Sulawesi
Tengah pada akhir periode penelitian dapat disimak
pada grafik 2 berikutini.

Sumber: Badan Pusot Statistik, Diclah

Grafik: 2. Distribusi Persentase PORB Harga Berleku
Provinsi Sulawesi Tengah, 2010 (Persen)

sementara distribusi atau peranan pembentukan
PDRE di Sulawesi Tengah menurut kabupaten/kota,
dari 11 kabupaten/kota peranannya berbeda satu sama
|lain, dimana Kabupaten Parigi Moutong memberikan
peranan terhadap pembentukan PDRB di Sulawesi
Tengah terbesar, dan Kabupaten Tojo Una-Una
memberikan peranan PDRB terkecil. Secara rinci
distribusi PDRE kabupaten/kota di Sulawesi Tengah atas
dasar harga berlaku tahun 2010 dapat disimak pada
grafik 3. Tahun 2010 ditampilkan secara grafis
dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan
perekonomian kabupaten/kota di Sulawesi Tengah

saatini.
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Sumber: Bodan Pusat Statistik, Diofah.

Grafik: 3. Distribusl Persentase Terhadap Total PODRB
Seluruh Kab/Kota di Sulawesi Tengah Atas Dasar Berlaku, 2010

Peranan pembentukan atau distribusi PDRB
masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah
pada berdasarkan harga berlaku tahun 2010,
Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang
memberikan peranan terbesar, yaitu 17,68 %, berturut-
turut Kota Palu sebesar 16,97 %, Kabupaten Banggai
sebesar 11,55 %, Kabupaten Morowali 10,51 %,
Kabupaten Donggala sebesar 10,15 %, Kabupaten 5igl
8,76 %, Kabupaten Toli-Toli sebesar 7,44 %, Kabupaten
Poso sebesar 6,12, Kabupaten Banggai Kepulauan
sebasar 4,1 %, Kabupaten Buol sebesar 3,62 % dan
terendah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,3 %.

Secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada
tahun 2010 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,
Kabupaten Parigi Moutong sebanyak Rp. 6.346.245
Kota Palu sebanyak Rp. £.102.417, Kabupaten Banggal
sebanyak Rp. 4.155.714, Kabupaten/kota yang memiliki
PORB terkecil adalah Kabupaten Tojo Una-Una dengan
nilai PORB sebanyak Rp, 1.197.729. Ketiga daerah
otorom yang memiliki peranan kecil terhadap
pembentukan PDRB merupakan wilayah pemekaran
{daerah otonom baru), meski demikian tidak dapat
disimpulkan bahwa daerah otonom baru karakteristik-
nya relatif sama, karena Kabupaten Parigi Moutong
yang memiliki peranan yang terbesar terhadap
pembentukan PDRB di Sulawesi Tengah juga
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala
padatahun 2003.

Struktur perekonomian Sulawesi Tengah terdapat
dua sektor dominan dengan andilnya di atas 10 persen,
yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan, serta sektor bangunan. Sementara sektor
pertambangan dan penggalian, komoditi sektor ini
seperti pasir kuarsa, nikel, sirtu merupakan salah satu
komoditi andalan baik diekspor antar pulau maupun
digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan masuknya migas sebagai salah satu komoditas
andalan, sektor ini akan menjadi salah satu lokomaotif
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Namun se ktor
potensi ini di Sulawesi Tengah peranannya relatif masih
kecil, serta pertumbuhannya mengalami penurunan.
Simak grafik 4.
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Sumber: Bodon Pusat Stotistik, Diglgh,

Grafik: 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsl Sulawesi Tengah
Menurut Seltor, 2006-2010 (Parsen}

Grafik 4 menggambarkan laju pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha
[sektor) selama lima tahun terakhir periode penelitian
(2006 - 2010). Sektor pertanian pertumbuhannya
relatif stabil selama lima tahun terakhir dengan rata-
rata pertumbuhan 5%. Sektor pertambangan dan
penggalian pada tahun 2006 dan 2007 tumbuh di atas
30 % yang dipicu oleh besarnya produksi sub sektor
migas, namun tahun-tahun berikutnya mengalami
penurunan, bahkan pada tahun 2003 hanya tumbuh
sebesar 3,14 %, dan tahun 2010 tumbuh sebesar 5,69
9.

Sektor industri pengolahan pertumbuhannya
fluktuatif, pada tahun 2006 hanya tumbuh 4,09 %, pada
tahun 2007 meningkat sebesar 8,22 % dan pada tahun
2008 menurun kembali menjadi 6,29 %. Pada tahun
2010 hanya tumbuh sebesar 6,21 persen lebih rendah
dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini
dirasakan melambat dan relatif sama setiap tahunnya
padahal tumpuan transformasi ekonomi diharapkan
pada sektor ini. Dilihat dari peranan sektor industri
pengolahan dalam perekonomian hanya 7,63 persen
pada tahun 2010 menempatkan Sulawesi Tengah
berada pada daerah non industrialisasi dengan pangsa
NTE lebih kecil dari 10 persen. Sektor bangunan
mengalami hal serupa cenderung fluktuatif akan tetapi
fluktuasinya tidak terlalu melebar setiap tahun yang
beradadiseputaran pertumbuhan 8 dan 10 %.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun
2006 sebesar 9,83 % dan pada tahun 2010
pertumbuhannya sebesar 9,95 %. Sektor listrik, gas dan
air bersih pertumbuhannya juga berfluktuatif, pada
tahun 2001 sektor utilitas ini pertumbuhannya
mencapai 813 % namun tahun-tahun  berikutnya
menurun, dan pada tahun 2010 tumbuh 5,18 %.
Sementara sektor-sektor yang bersifat non tradeable
seperti sektor pengangkutan, komunikasi, sektor
keuangan dan persewaan, dan sektor jasa-jasa
pertumbuhannnya relatif baik, akan tetapi elastisitas
terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kurang baik,

Analisasi Hasil Estimasi

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan
di Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh hasil regresi
seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Estimasi Persamaan

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob.

C -21.1386% 7132153 -292IE7T7  O.0D4T

LOHG[PDRBCAPY) -55.18B4E B157829 JkGBETSE  D.4933

LOGIPOP?) 2816241  Ba.43371 3335445 00014

UMNEMP? B.404472 2672372 2358552  D.0183

|KF? A0.E594257 0.37EBSs  -2.360415  0.0212

CESTEXP? -7.04956] 3485320 -2.022644 00471
R-squared D.839207
F-statistic B5.25861

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan
bahwa faktor-faktor pendapatan perkapita masyarakat
(PDRBCap), jumlah populasi [POP), tingkat
pengangguran (UNEMP), kapasitas fiskal suatu daerah
(IKF) dan desentralisasi pengeluaran (DESTEXP). Darl
kelima variabel independen hanya satu yang tidak
memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Faktor
pendapatan perkapita tidak memberikan pengaruh
terhadap kemiskinan di Sulawesi, sementara faktor-
faktor lain seperti faktor jumlah penduduk mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan,
memperlihatkan koefisien regres| sebesar 28.16241,
hal ini berarti bahwa jika jumlah penduduk meningkat
sebesar 10 % maka akan mengakibatkan kenaikan
angka kemiskinan sebesar 28,162 %, faktor
pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kemiskinan memperlihatkan koefisien
sebesar 6.404479, berarti bahwa jika angka
pengangguran meningkat sebesar 1 % maka akan
mengakibatkan keraikan angka kemiskinan sebesar
64044 %, faktor kapasitas atau kemampuan fiskal
daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kemiskinan, memperlihatkan koefisien sebesar -
0.894257, hal ini berarti bahwa jika kapasitas fiskal
daerah meningkat sebesar 1 % maka akan meng-
akibatkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,89
%, faktor desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh
vang signifikan terhadap kemiskinan, memperlihatkan
koefisien regresi sebesar -7.049561, hal ini berarti
bahwa jika rasio pengeluaran pemerintah daerah
meningkat sebesar 1 % akan mengakibatkan
penurunan angka kemiskinan sebesar 7,05 % di
kabupaten/kota Sulawesi Tengah.

Selanjutnya dilakukan uji kesesuain model
digunakan uji F untuk memgambil kesimpulan apakah
variabel-variabel independen mempengaruhi secara
signifikan secara serempak terhadap variabel
dependen (kemiskinan). Dari hasil pengolahan data
diperoleh nilai A-Squored sebesar 0.939207, artinya
bahwa 93,92 % model dapat dijelaskan dengan baik
sementara sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak
diperhitungkan dalam madel.

Pengujian Hipotesis
a.1. Uji-F digunakan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara
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serempak. Hasil uji-F persamaan menunjukkan angka
sebesar 86.25861 yang mana angka tersebut berada di
atas F-tabel (3,53) pada tingkat signifikan satu persen
dandfi=4f{k-1=5-1);dfs=75(n-k=80-5). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
independen secara bersama-sama berpengaruh
terhadap variabel dependen, pergeseran sektor primer
(PSP,

g.2. Uii-t, digunakan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel
PORBCap, memiliki t-hitung sebesar -0.688768, yang
lebih kecil dari t-tabel {1,980), sedangkan variabel POP
memiliki t-hitung sebesar 0447989 pada tingkat
signifikan sepuluh persen dan degree of freedom {df}
sebesar 74 (n- k-1 =80-5 - 1), yang berarti bahwa
variabel PDRBCap, secara individual tidak mempunyal
pengaruh terhadap kemiskinan (POV), sedangkan
variabel-variabel Jumlah populasi, pengangguran,
indeks kapasitas fiskal dan desentralisasi fiskal masing-
masing memiliki t-hitung sebesar 3.335446, 2.356552, -
2.360416 dan -2.022644 yang lebih besar dari t-tabel
{1,980). Artinya bahwa variabelwariabel tersebut
secara individu mempunyai pengaruh terhadap
kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi bahwa pendapatan
perkapita atau kemampuan daya bell masyarakat tidak
mempunyal pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesl
Tengah menunjukkan adanya disparitas pendapatan,
dalam artian bahwa perubahan daya bell masyarakat
jika terjadi peningkatan terkonsentrasi pada orang atau
kelompok tertentu sehingga dampaknya bagi orang
banyak sangat kecil mempengaruhi terhadap
kemiskinan yang ada. Hasil ini sejalan dengan temuan
Becerra dan Popa {2006) dimana pendapatan perkapita
cenderung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Ini juga
merupakan indikasi penting bahwa jumlah penduduk
berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan karena
besar kemungkinan angka pengangguran sangat tinggi,
sementara lapangan kerja sangat sedikit. Hal ini
ditunjukkan dari hasil estimasi dimana angka
pengangguran berkorelasi positif terhadap kemiskinan,
bukti empiris ini sangat logis pengangguran yang tinggi
sudah barang tentu akan menciptakan kemiskinan,

Faktor demografi sangat penting dan berpengaruh
terhadap angka kemiskinan, makin besar jumlah
penduduk maka peluang untuk mengembangkan
sumber daya manusia sebagai modal (capital) lebih
besar, sehingga akan berdampak terhadap akumulasi
modal. Mamun faktor demografi dapst menjadi
anomali di dalam sebuah negara (daerah) jika
kemampuan produktifitasnya sangat rendah,
penambahan jumlzh penduduk justru cenderung akan
menjadi beban pembiayaan untuk penyediaan layanan
publik sehingga korelasi terhadap kemiskinan bersifat
positif. Dari hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan
kecenderungan tersebut bahwa peningkatan Jumlah
penduduk mengakibatkan angka kemiskinan
meningkat, temuan ini sefalan dengan bukti empiris
dari Joassart-Marcelli et. al.,, (2004) dengan adanya
peningkatan jumiah penduduk angka kemiskinan di

wilayah selatan California USA juga meningkat.

Kemampuan kapasitas fiskal di suatu daerah
memiliki peran penting mendorong penurunan angka
kemiskinan, hasil estimasi menunjukkan bahwa
kapasitas fiskal memiliki korelasi negatif terhadap
kemiskinan. Semakin besar kapasitas fiskal suatau
daerah yang mencerminkan kemampuan keuangan
daerah maka peluang untuk mendorong penurunan
kemiskinan Juga makin besar, Bukti empiris ini searah
dengan temuan Joassart-Marcelli et. al, (2004}
kapasitas fiskal cenderung menurunkan angka
kemiskinan regional.

Sementara desentralisasi fiskal dalam bentuk
pengeluaran korelasinya negatif terhadap kemiskinan,
hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
dapat mendorong penurunan angka kemiskinan di
Sulawesi Tengah selama periode penelitian, temuan ini
sejalan dengan hasil penelitian Yao (2006) bahwa
desentralisasi fiskal memiliki peranan penting untuk
menurunkan kemiskinan, temuan yang sama dari
Jotting et. al (2004) desentralisasi telah membantu
untuk mengurangi kemiskinan baik melalul
peningkatan partisipasi, penurunan kerentanan atau
peningkatan akses ke layanan.

Simpulan

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis maka dapat

ditarik kesimpulan sebagal berikut:

1. Desentralisasi fiskal dalam bentuk desentralisasi
pengeluaran dapat menurunkan angka kemiskinan
di Sulawesi Tengah selama pelaksanaan otonomi
daerah. Temuan ini mengisyarakatkan bahwa
pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah
perlu memperbesar pengeluaran ke sektor-sektor
yang memillkl korelasi kuat untuk kegiatan
pengentasan kemiskinan.

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi
kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,
yakni jumiah populasi yang berkorelasi positif.
Dengan demikian faktor demografi di Sulawesi
Tengah diperlukan peningkatan produktifitas
sehingga kemungkinannya tidak bersifat anomali
terhadap kemiskinan.
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